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GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 225 /KPTS/DKPP/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KETAHANAN PANGAN

-y

PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan di Provinsi
Sumatera Selatan serta untuk memenuhi kebutuhan pangan
yang mencukupi dengan kriteria, jumlah, mutu, aman, merata
dan terjangkau oleh masyarakat, perlu dilakukan upaya
koordinatif dan terpadu antar Perangkat Daerah/instansi terkait;

bahwa untuk terkoordinirnya upaya sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang
Pembentukan Kelompok Kerja Ketahanan Pangan Provinsi
Sumatera Selatan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 181 4);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan
Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5680);
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Tembusan :

Dalam pelaksanaan tugasnya Kelompok Kerja Ahli dan Teknis
bertanggung jawab dan melaporkan hasil tugasnya kepada
Gubernur melalui Ketua Harian Kelompok Kerja Ketahanan Pangan
Provinsi Sumatera Selatan.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Provinsi Sumatera
Selatan.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur
Sumatera  Selatan Nomor  209/KPTS/DKPP/2017  tentang
Pembentukan Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Provinsi
Sumatera Selatan dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3i raret 2021

GUBERNUR SUMATERA ‘SEL&TAN.F
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1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
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Menteri Pertanian RI di Jakarta.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI di Jakarta.
Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.



